
 
        

 

 

BUPATI SRAGEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SRAGEN 

NOMOR 12 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 61 TAHUN 2022  

TENTANG MORATORIUM IZIN USAHA TOKO MODERN  

DI KABUPATEN SRAGEN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SRAGEN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian 

masyarakat dan kemudahan investasi serta kebebasan 

berusaha terutama pada usaha yang mempunyai resiko 

rendah hingga sedang maka peraturan Bupati Sragen 

Nomor 61 Tahun 2022 tentang Moratorium izin usaha toko         

modern di Kabupaten Sragen perlu dicabut; 

                              

  b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  

dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pencabutan Peraturan Bupati Sragen Nomor 61 Tahun 

2022 tentang  Moratorium  Izin  Usaha Toko  Modern di  

Kabupaten Sragen; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia  Tahun  1950  Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

SALINAN 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3726) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215s; 

8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-

DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha 

Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 3214); 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan 

Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan 



Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10); 

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

BUPATI SRAGEN NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG  

MORATORIUM IZIN USAHA TOKO MODERN DI 

KABUPATEN SRAGEN. 

 

 
Pasal 1 

Peraturan Bupati Sragen Nomor 61 Tahun 2022 tentang 

Moratorium Izin Usaha Toko Modern di Kabupaten Sragen 

(Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 61) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

   Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN SRAGEN 

 Kepala Bagian Hukum                   

                                            
 PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si 

Pembina TK I 

                    NIP. 19700822 199803 1007 

Ditetapkan di Sragen 
pada tanggal  1 Maret 2023 

 

BUPATI SRAGEN, 
 

ttd 

 

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 

 

Diundangkan di Sragen 

pada tanggal 1 Maret 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, 

 

 

 ttd 

 

                       HARGIYANTO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN  2023 NOMOR 12 

 


